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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

4. Undang Undang Nomor 25 "'"tab~·n 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

bahwa Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBDj yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
mer upakan perwujudan dari Rencana Kerja Perneriritah Daerah Tah un 
2021 yang dijabarkan kedalarn ke bijakan umum APBD serta prioritas 
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dae rah 
dengan DPRD pada tanggal 30 Desember 2020 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 
Anggaran 2021; 

b. 

Mengingat 

0 

• 

Menimbang : a. 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROPINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
NOMOR 8 TAHUN 2021 

TEN TANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUTON TENGAH, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah untuk memperoleh persetujuan 
bersama. 
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8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562; 

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nornor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedu d ukari 
Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ( Lem baran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu n 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerag dan Info~asi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapat kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Noomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahuri 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 604.1); 

•. J 

6. Undang - Undang lomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 6349); 

r 
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21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Opera.ional (berita negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Adm.inistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

23. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentan.g 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d.iubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
sebagaiman telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Me nteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evalu asi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah d.iubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keli.ma Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pernberian Hibah dan Santuan Sosial Yang S~~su~ber dari Anggaran 
Pe ndapat an dan Belanja Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5410): 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

. .,. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
Dan Adm.in.istratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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13 Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selai.n pendapatan asli 
daerah dan pendapatan transfer. 

14 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bers.ifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

15 Retribusi daerah adalah pungutas daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izi.n tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan pribadi atau Sadan. 

16 Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan yang di pisahkan adalah pendapatanyang 
mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, 
mi1ik pemerintah/BUMN dan perusahaan mili.k swasta, 

17 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 
yang d.ipisahkan; 

12 Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah lainnya serta d.iri.nci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
2 Pemeri.ntah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeri.ntahan oleh Pemerintah 

daerah dan Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan pri.nsip otonomi seluas luasnya dalam sistern dan prinsip Negara 
Kesatuan Republi.k Indonesia sebagai.man di.maksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disi.ngkat APBD adalah 
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ni.lai 
kekayaan bersi.h 
Belanja Daerah adalah kewajiban pernerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ni.lai 
kekayaan bersih. 
Pembiavaan Daerah adalah serriua pe nerimaan yang perlu dibavar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kernbali, bai.k pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya dis.ingkat SiLPA adalah selisih lebi.h 
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON 

Menetapkan 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

25. Peraturan Daerah Kaupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
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25 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan 
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga Zpihak lain dalam rangka 
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran 
prioritas dae rah yang tercantum dalam RPJ MU pada S KPD terkait serta diurai.kan 
menurut objek. rincian objek, da.n sub rincian objek. 

26 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah, Sadan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia, yang secara spesi.fi.k telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

27 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah 
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial 

28 belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kond.isi 
siap dipakai. 

29 belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan 
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dan dalam kondisi siap pakai . 

24 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada 
Kepala Daerah. wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN 
dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19 Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak 
yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah 

20 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan se hari-hari Pemerintah 
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

21 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. 

22 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas 
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuri-rahu n sebelumnya. 

23 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

• 

18 Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah 
Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak 
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

, .. ,. 
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Pasal 4 
l. Pendapatan asli daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan 

sebesar Rp21.410.217.804,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus sepuluh juta dua 
ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah) yang tercliri atas 

a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

2. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp3.240.037.904,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu 

J sembilan ratus empat rupiah). 
'"-' 

a Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pasal 3 
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp629.405.108.330,00 (Enam ratus dua puluh 
sembilan milyar empat ratus limajuta seratus delapan ribu tiga ratus tiga pu luh rupiah), yang 
bersumber dari 

0,00 Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 

51.527.633.957.00 
3.500.000.000,00 

4 8. 02 7. 633. 957, 00 

Rp. 
Rp. 

c. Pernbiavaan Daerah 
l. Pe nerimaan 
2. Pe ngeluaran 

Pembiayaan Netto 

(48.027.633. 957,00) 

629.405.108.330,00 
677.432. 742.287,00 

Rp 
Rp 

a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 

Surplus I ( Deflsit ) 

Pasal 2 
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
APBD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 Berjumlah Rp680.932.742.287,00, 
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rinciari 
se bagai be riku t: 

32 Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap 
sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan climanfaatkan untu.k kegiatan operasional 
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

33 Penyertaan Modal Daerah adalah pe nyertaan modal pemerintah ke BUMN atau BUMD 

30 belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan 
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang cliperoleh dengan maksud 
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

31 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan 
dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang clibangun oleh Pemerintah Daerah 
serta dimiliki dan/ atau clikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 
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a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 

Pasal 8 
1. Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp375.426.134.306,00 ( Tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat 
ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), yang 
terdiri atas: 

a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp677.432.742.287,00 ( 
Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat 
puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 6 
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

,... direncanakan se be sar Rpl8.760.000.000.00 ( De lapan belas milyar tujuh ratus enam 
puluh juta rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah: 

2. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl8.760.000.000.00 ( Delapan belas milyar tujuh ratus enam puluhjuta rupiah). 

3. Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b 
direncanakan sebesar Rp9. 711.341.328,00 ( Sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta tiga 
ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat: dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah 

2. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp579.523.549.198,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan m.ilyar 
lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan 
puluh delapan rupiah) 

•\ Pasal 5 
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rp589.234.890.526 ( Lima ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh 
empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu Iirna ratus dua puluh enam rupiah), yang 
terdiri atas: 

1. 

5. 

4. 

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp5. 751.000.000,00 ( Lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah). 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah). 
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rpl0.419.179.900 ( Sepuluh milyar empat ratus sembilan belas juta seratus 
tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). 

3. 
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Pasal 10 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan 
sebesar Rp4.5 l l.950.159,00 (Empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh 
ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

5. Belanja modal jalan, jaringan. dan irigasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp94.772.377.954,00 (Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus 
tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat 
rupiah). 

6. Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf e 
clirencanakan sebesar Rp88.200.000,00 (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu 
rupiah). 

4. Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar l~p80.455.254.675,00 (Dela.pan pu iuh milyar empat ratus lima 
puluh limajuta dua ratus lirna puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). 

Pasal 9 
1. Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan 

sebesar Rp 193. 750. 175.222,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima 
puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). yang terdiri 
atas: 
a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal bangunan dan g dung. 
d. Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya: dan 
f Belanja modal aset tidak herwujurl.. 

2. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). 

3. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rpl8.234.342.S93,00 (Dela.pan belas milyar dua ratus tiga puluh 
em pat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). 

2. Belanja pegawai sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp206.677.845.177,00 (Dua ratus enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta 
delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rpl43.085.289.129,00 (Seratus empat puluh tiga milyar delapan puluh limajuta 
dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). 

4. Belanja hibah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp25.663.000.000,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tigajuta rupiah). 
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2. Pembiayaan neto yang merupakan selisih pe nerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran 
pembiayaan direncanakan sebesar Rp48.027.633.957,00 ( Empat puluh delapan rnilyar 
dua puhrh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh 
rupiah). 

Pasal 15 
1. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya defisit sebe sar Rp48.027.633.957,00 (Empat puluh delapan 
rnilyar dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh 
tujuh rupiah). 

Pasal 14 
l. Anggara.n pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 

direncanakan sebesar Rp3.500.000.000.00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang 
a. Penyertaan modal daerah; 

2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga rnilyar lirna ratus juta rupiah). 

-- 

a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
Sisa le bih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan se be sar RpSl.527.633.957,00 ( Lima puluh satu 
rnilyar lima ratus dua puluh tujuh j u t a e n am ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus 
lima pu.lu h lujuh rupiah). 

2. 

Pasai i3 
1. Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

dire ncariakan sebesar RpS 1.527.633.957.00 ( Lima puluh satu milyar lima ratus dua 
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh 
rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
RpSl.527.633.957.00 ( Lima puluh satu milyar Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus 
tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Lima puluh rujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

a. Belanja bantuan keuangan. 
2. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 103.744.482.600 (Seratus tiga mil.yar tujuh ratus empat puluh empat juta 
empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah). 

Pasal 11 
1. Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan 

sebesar Rpl03.744.482.600,00 (Seratus tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta 
empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas: 
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Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Lampirari XI Daftar Piutang Daerah; 
Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 
Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan 
Aset Lain.Lain; 
Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahunjamak (multy years); 
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
Lampiran XVI Daftar Pinjamari Daerah. 

Lampiran VJ Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Lampirari VII Sirtkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; 
Lampiran VIII Sinkroriisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS 
dengan APBD; 
Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

S. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Pasal 17 
Uraian lebih Ian.jut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang me rupakan bagian tidak terpiaahkan dari Peraturan 
Daerah Kabupaten ini terdiri dari: 

l. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jen.is Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi: 

3. Lampiran IJI Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam. rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

Pasal 16 
1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton 
Tengahtahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu 
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, 
dan pemberitahuan kepada Pimpirian DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 8 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA: NOMOR (8/ 18/2021) 

GAH, 

Januari 2021 

Pasal 19 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 
dalam berita daerah. 

Pasal 18 
Bupati menetapkan peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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